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PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERRUBAHAN ATAS PERAfURAN BUPATI LAHAT NOMOR 74 TAHUN 3016
TENT.ANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAZRAH
TAHUN ANGGARAN 2017

)| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

Menimbeng a. bahwa dalam rangké melaksanakan ketentuan tele< Menteri
Dalam Negeri Nomor 903/9061/SJ tanggal 30 Novemt er 2016;
b. bahwa.guna penyelesaian hutang Pemerintah Daerah yang
tidak terbayarkan sampai dengan akhir tahun anggara 2016,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat
tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lahat tlomor 74
tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Menging it : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pen bentukan
Daerah  Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 [{omor 73
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan
- - Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tawun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaren Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
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1Nomor f‘2‘8 Tahun 1999 tentang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kiuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiin 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik It donesia
Nomor 4286);

5. Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara [Republik--

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
- R
Republik Indonesia Nomor 4355):

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pem :riksaan
Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, T: mbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Témbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Periribangan
Keuangah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No:nor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4438);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik liidonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara epublik
Indonesia Nomor 5049);
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelen jgaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090); '

12.Peraturan Pemerintah Nm‘nor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota™
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 9:0, Tambahan\” Lembaran Negara Republik Ir donesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan' Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Numor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Taf un 2007
Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesia
Nomor 4712); |

13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebajaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2012,

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara epublik

Indonesia Nomor 4503);
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15, Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentarg Dana ‘

; 3 ’Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesic Tahun
ikt ,
.!Nomor 137’ Tambahan Lembaran Negara epublik

Al
i A4

hésié.Nomor 4;575);‘

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentan¢ Sistem
Informasi  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Limbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentahg Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noinor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomc r 4577);
’ P

|
18. Peraturan Pemerintah\, Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara epublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan L:mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang F’edoman -
Penyusunan Dan Penerapan Standar, Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No nor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembarai Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang ’injaman
~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik I1donesia

Nomor 5219);

2 s
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang eranghal '
Daerahr(l_.embara'n.-Negara.t*{@publlk Indonesia Tahun 010
~Nomor 114);

- 23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1t hun 2010

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Bolanj1 Negar
Tahun 2017;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200 6 tontang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalm na lolah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Mentcti Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kodua Atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; .

8

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20" 1 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ment i Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012,

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20 6 lentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;

27.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tayun 2008
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabup:iten Lahat
Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabup:ten Lahat
Tahun 2012 Nomor 10);

28.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tehun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Lahat
Tahun 2011 Nomor 03);
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29, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tah n 2011

it {1 ks t i entang Retnbum Daerah (Lembaran Daerah Kabupat in Laha

{i A -"é | f
30’.’Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 07 Tahin 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kiibupaten

Lahat tahun Anggaran 2017

31 Peraturan Bupati Lahat Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera1 Tahun

Anggaran 2017,

MEMUTUSKAN :

Menetapt an :  PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPAT/\N DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggara Penaapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula b :rjumiah
Rp 1.84".163.208.201,00 bertambah sejumlah Rp 67.951.006.230,00 sehingga menjadi

Rp 1.90¢.114.214.431,00 dengan rincian sebagai berikut :

1, Pendapatan Daerah

2. Ssmula . Rp 1.741.08.039.337,89

b. B:rtambah /(berkurang) : Rp 3.500.000.000,00
Jimlah Pendapatan setelah Rp 1.745.108.039.337,39
paruba_han '
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b. [ertambah /(berkurang)

~umlah Pendapatan selelah
{erubahan
Surplus/(Defisit)  setelah

perubahan

3. Pem)iayaan Daerah

a) Fenerimaan
. Semula
.. Bertambah/(berkurang)
. umlah Penerimaan
[’embiayaan setelah

[-erubahan

b) ['engeluaran
-, Semula
' Bertambah/(berkurang)

Al ik
bl o R
il

PITTUR E R B T

bl |

1 'Rp! 1.836,163.208.201,00

1

Rp

67.951.006.230,00

Rp

Rp

Rp
Rp

1.904.114.214.431,)0

(159.006.175.093 11)

99.555.168.863,11 o |
64.451.006.230,00

Rp
Rp

Rp i

164.006.175.09¢ 11

5.000.000.000,00
0,00

. umlah Pengeluaran Pembiayaan Rp

cetelah perubahan -

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah perubahan

Sise

lebih  pembiayaan
anggaran setelah
~ perubanan

5.000.000.000, )0

-159.006.175.093 11

000
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asal 2 ‘ Ak

Penjabar in Perubahan APBD sebagaim’a"na dimaksud dalam Pasal 1 dirinci |:bih Ianj‘ui i
pada Lar piran peraturan ini, LARE et e
Pasal 3

Lampirar sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan

dari pera uran ini.

Pasal 4

Peratura 1 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setap arang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupali ini

dengan j enempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

-, Ditetapkan di Lahat
Pada Tanggal & Januari 2017

BUPA /] AT,

H.SA)D ASWARI RIVA’l

Diundan') di Lahat

Pada Taggal & Januari 2017
SEKRE"'ARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

Wﬁg. ASWARI

B
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